BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas dari bab I sampai bab 1V, maké dalam
penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan
ancaman terhadap pihak yang memberikan ancaman terhadap pihak yang
melakukan penyelewengan. Upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung
dilakukan oleh pihak pemerintahan dan masyarakat. Sebagaimana yang termuat
dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan
bahwa menteri agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan
mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia dengan tetap memperhatikan saran
dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

2. Adapun peran pemerintah Kabupaten Kuningan bersama nazhir melakukan
pengawasan karena merupakan aspek penting dalam melindungi pengembangan
wakaf secara umum, Dan juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan
tchadap pemanfaatan harta wakaf. Tentu saja pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat bukan bersifat interpentif atau campur tangan, namun memantau
baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pengelolaan dan

pemanfaatan wakaf .
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Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pelaksanaan
pengawasan yakni dengan pola pembentukan support pembiayaan dan tugas
badan wakaf Indonesia, diharapkan kelak Badan Wakaf Indonesia dapat
menjadi lembaga wakaf yang profesional schingga dapat mengembangkan

wakaf secara produktif

B. Saran-saran

1.

Meningkatkan kerjasama secara terkordinasi antara aparat Departemen
Agama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yakni dari tingkat daerah
sampai pusat serta memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama
Indonesia.

Menjadikan wakaf sebagai lembaga yang bukan hanya berorientasi konsumtif
tetapi juga menjadikannya lembaga yang produktif dengan melakukan
pengawasan dan pembinaan profesional yang bertujuan untuk memberi
semangat kaum muslimin di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuningan
untuk berwakaf dapat meningkat yang manfaatnya sesuai dan benar-benar
tepat sasaran.

Dengan pembentukan support pembiayaan dan pengawasan yang rutin dari
Badan Wakaf Indonesia, diharapkan kelak Badan Wakaf Indonesia dapat
menjadi lembaga wakaf yang profesional sehingga dapat mengembangkan

wakaf secara produktif
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